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pERATURAN WAH Ko閥s赈BOLGA

NOMOR 04 TAHUN腀2023

TEN蹍NG

slsTEM AKUN蹍NS郩pEMER赈N蹍H DAERAH Ko蹍SIBOLGA

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wAH Ko酄slBo陑A,

Menimbang腀: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Mente邳腀D镚am

Negeh No蹍or 77 Tahun 2020銨n豬蹍g Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah guna kelancaran dan

kete趌iban proses akuntansi d镚a蹍rangka蹍ew诐udkan

fungsi akuntansi mulai analisis transaksi sanpai dengan

pelaporan keuangan di L貌gkungan Pe蹍e貌鏔h Daerah,

perlu mengatur sistem akuntansi Peme邳ntah Daerah;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor : 900/09/2014

tentang Sistem Akuntansi Pe蹍ehntah Ko鏔腀Sibolga

sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pe趌imbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, pe趌u mene鏔pkan

Peratur賏腀W資i Kota tentang Sis銨蹍腀Akuntansi

Pe蹍ehntah Daerah Kota Sibolga;

Mengingat腀腀: 1. Undang-Undang Nomor腀8腀D銼腀雧hun 1956腀tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar d镚am

Lingkungan Daerah躲opinsi Sumatera Utara (Lembaran

Neg鋛a Republik Indonesia Tahun 1956腀Nomor腀59,

Tambah鋛Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor

1092);

2. Undang-Undang Nomor腀28腀Tahun腀1999腀tentang

Penyelengg鋛aan Neg鋛a Yang Bersih dan Bebas dad

Kompsi, Kolusi dan Nepo諊sme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1 ) ;

3. undang-Undcing...



3. Undang-Undang Nomor 17腀Tahun腀2003腀tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun腀2003腀Nomor腀47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Und賏g-Undang Nomor腀1 Tahun腀2004腀tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

赈ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-U蹍dang Nomor 15腀Tahun腀2004腀tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Neg鋛a Republik

韊ndonesia No蹍or 4400);

6¥ Undang-Undang Nomor 12腀Tahun腀2011 ten鏔ng

Pe mbentu kan Pe ratu ran Perundang- undan gan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun腀2011

Nomor腀82, Tambahan Lembaran Negara Republik

轤ndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022腀tent鋛g Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik赈ndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1);

7. Undang-Undang Nomor腀23腀Tahun腀2014腀tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

赈ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar鋛

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa k镚i diubah temkhir Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor腀23腀Tahun腀2014腀tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

赈ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar鋛

Neg鋛a Republik韊ndonesia Nomor 5679);

8. Peratur鋛腀Pemehntah Nomor腀71 Tahun腀2010腀tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik赈ndonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165) ;

9. Peraturan Peme邳ntah Nomor 12腀Tahun腀2019腀tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik赈ndonesia Tahun 2019 No蹍or 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 6322) ;

J 0. PerafurarL...



10. Peraturan Mente邳Dal賏Nege邳Nomor 80 Tahun 2015

tent鋛g Pembentukan釅oduk Hukum Daerah (Be邳ta

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaim鋛a tel貌diub貌deng賏Peratur鋛Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Mente邳D镚am Nege邳Nomor 80 Tahun

2015腀tent鋛g Pembentukan Hoduk Hukum Daerah

(Be邳a Neg鋛a Republik赈ndonesia Tahun 2018 Nomor

157);

11. Peraturan Mente趌Dalam Nege邳Nomor 77 Tahun 2020

tent賏g Pedo蹍an Te貌is Pengelola賏Keu鋛g鋛Daerah

(Be邳ta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

12. Peraturan Daerah Ko苊Sibolga Nomor 5 Tahun 2022

tentang pengelolaan Keuangan Daerah (I,embaran

Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 No蹍or 52);

Me ne tapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN wAL赈腀Ko蹍腀TENTANG slsTEM AKUNTANsl

pEMERIN蹍H DAERAH Ko閥s赈BOLGA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

D貌am Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah ad镚ah Kota sibolga.

2. Pemehntah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelen铕鋛a Peme邳ntahan Daerah yang mem郩mp轤n

pelaks鋛a鋛腀ums鋛腀peme邳ntah鋛腀y鋛g me观adi

kewenangan daerah otonom¥

3. Peme邳ntahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan

Peme邳ntahan oleh Pemehntah Daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantu鋛dengan

prinsip otonomi seluas-luas让ya d貌am sistem d鋛pmsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945.

4. Wall Kota adalah Wali Kota Sibolga.

5. Satuan Ke軔a Perangkat Daerah yang sela观utnya

disingkat SKPD adalah per鋛gkat daerah pada

peme邳nt貌daerah selaku pen邻una鋛隱ar鋛/pen隱una
baran8.

6. SafuarL...



6. Satuan Ke諱a Pengelola Keuangan Daerah yang

sela邂u貌ya disingkat SKPKD ad镚ah perangkat daerah

pada pemehn苊h daerah se laku pen軸u na

an諴酧an/pen諴邢na b鋛ang yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah¥

7. Keuangan Daerah ad镚ah semua hak dan kewajib鋛

Daerah dalam rangka penyelengg鋛aan Peme邳ntahan

Daerah yang dapat dinilai dengan uang temasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban Daerah.

8. Pengelola鋛腀Keuangan Daerah adalah keselumhan

kegia鏔n y鋛g melipu道腀perenc鋛a鋛,. pelaksana鋛,

pena鏔usahaan, pelaporan pe趌an鑆un鞫awaban, dan

pengawasan Keuangan Daerah¥

9. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,

pengukuran) pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan k鏵adian keuangan, pen青nte銬re鏔sian a鏔s hasilnya,

serta penyajian laporan.

10. Standar Akun豬msi Pemehntahan y賏g sela邂utnya

disingkat SAP adalah pnns郩p-phnsip akun貌nsi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan peme邳ntah.

11.SAP Berbasis Akru貌腀adalah SAP y鋛g mengakui

pendapatan, beban, aset, utang, dan ekui鏔s d镚am

pelaporan腀郃nansial berbasis a貌ual, ser鏔腀mengakui

pendapatan, bela邂a dan pembiayaan dalam pelaporan

pelaksana鋛an貮鋛an berdas賏kan basis yang ditetapkan

dalam APBD.

12. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, das鋛, konvensi,

aturan, dan prak遆k spesi蹉k yang dipilih oleh suatu

entitas pelaporan dalan penyusunan dan penyajian

laporan keuangan ¥

13. Sistem Akuntansi Pemehntah Daerah yang sela观utnya

disingkat SAPD adalah serangkaian prosedur manual

maupun yang terkompute邳sasi mulai dad pengumpulan

data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan Peme邳ntah Daerah

dalam ra蹍gka pe邳an軸un誄awaban pelaksanaan APBD ¥

14.An附aran Pendapatan dan Bela观a Daerah yang

sela鞼u貌ya disingkat APBD ad貌ah rencana keuangan

tahunan pemehntahan daerah yang dibahas dan dise让ui

bersama oleh peme趌ntah daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah¥

15. P鏵abat Pengelola Keuangan Daerah yang sela观utnya

disingkat PPKD ad貌ah Kep酥a satuan ke莐a pengelola

keu鋛gan daerah yang sela观utnya disebut deng鋛Kepala

SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan be貌ndak sebagai BUD¥

J 6. Bendahara...



16. Bendahara Umum Daerah yang sela观utnya disingkat

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas

sebag还BUD.

17.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang sela观utnya

disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa

untuk melaksanakan sebagian tugas BUD¥

18. Penuna An诀aran yang sela观u貌ya disingkat PA adalah

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas clan腀貌ngsi SKPD yang

dipimpinnya i

19. Penuna B鋛ang adalah p鏵abat pemegang kewenangan

penggunaan barang milik daerah.

20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Wali Ko酚腀untuk

menampung seluruh pene邳maan daerah dan digunakan

untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

21. Rekening Kas Umum Daerah ad镚ah rekening tempat

pe让ympanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali

Kota untuk menampung selumh pene邳蹍aan daerah dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

22. P鏵abat Penatausahaan Keuangan Satuan Ke轤ja Perangkat

Daerah yang sela观u酳蝗a disingkat PPK SKPD adalah

p鏵abat yang melaksanakan貌ngsi鏔鏔usaha keu鋛gan

pada SKPD¥

23. Bendah鋛a Pene邳maan ad酥ah p鏵abat y賏g ditu观uk

untuk menenma,腀meny郩mpan ,腀menyetorkan ,

mena鏔usahakan dan mempe诐anggung £awabkan uang

Pendapa鏔n Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

pada SKPD¥

24. Bendahara Peneh蹍aan Pembantu ad賏ah p鏵abat yang

ditu邂uk untuk mene邳ma, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempe趌anggun誄awabkan uang

pendapa鏔n daerah d酥am rangka pelaksanaan APBD

pada unit SKPD yang ditu诐uk sebagai KPA¥

25.Bendahara Pene邳maan PPKD adalah p鏵abat yang

ditu观uk untuk menehma,蹍enyimpan, menyetorkan,

mena苊u sahakan ,腀d an me mper鏔nggu n誄awabkan

pene邳maan uang yang bersumber da邳銲ansaksi PPKD¥

26. Bendah賏a Pengeluaran ad镚ah p鏵abat yang ditu观uk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan

dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD.

27 Be苪daha郂苌腣



27. Bendah鋛a Pengeluaran Pembantu adalah p鏵abat yang

ditunjuk menenma,腀menyimpan,腀membayarkan,

mena鏔usahak詣, dan mcmpe诐anggun誄awabkan uang

untuk keperluan bela邂a daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada Unit SKPD yang ditu鞼uk sebagai

KPA.

28.Bendah鋛a Pengelu鍛an PPKD ad镚ah p鏵abat yang

ditu观uk untuk meneh蹍a, menyimp鋛, membay鋛kan,

menatau sah akin,腀dan me mpe邳anggu n誄awabkan

penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.

29. Basis Akrual ad镚ah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa laimya pada saat
transaksi dan peristiwa itu te軔adi tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas dite邳ma atau dibayar.

30.Basis Kas ad酥ah basis akuntansi yang mengakui

pengamh transaksi dan pehstiwa lain让ya pad陾saat kas

atau setara kas dite邳ma atau dibayar.

31. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pendapatan, bela邂a dan pembiayaan berbasis

kas se趌a mengakui aset, utang dan ekui鏔s dana berbasis

akrual.

32. Laporan Reali覷si Amggaran yang selanjutnya disingkat

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,

pembiayaan daerah, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
an諴酧an, yang mas郩ng-masing diperbandingkan dengan

anggarannya dalam satu periode.

33.Laporan Perubahan Saldo腀貌ggaran Lebih yang

sela观utnya disingkat LPSAL adalah laporan yang

menyajikan infomasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terd邳dah SAL awal, SiLPA/SiKPA,

koreksi dan SAL akhir.

34. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi

keuangan suatu en道貌s pelaporan蹍engenai aset, utang

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

35. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO

adalah laporan yang meny鑎jikan in苟masi mengen还

seluruh kegiatan operasional keuangan ent貌s pelaporan

yang tercemin dalam pendapatan-LO, beban d鋛

surplus/derisit operasional dari suatu entitas pelaporan

y鋛g peny让annya disandingkan dengan periode

sebelumnya.

36. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah

laporan yang menyajikan infomasi mengenai sumber,

pen軸unaan, perub貌an kas dan set鋛a kas selama satu

periode akunt鋛si, se诐a saldo kas d鋛setara kas pada

tangg貌pelaporan ¥

37. Lapor钧...



37.貌poran Pemb貌an Eku还as yang sela邂u貌ya disingkat

LPE adalah laporan yang menyajikan infomasi mengenai

perubahan ekuitas y鋛g terdi邳腀dah ekuitas awal,

surplus/ de酧sit-LO, koreksi dan ekuitas akhir¥

38. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya

disingkat CaLK adalah laporan yang meny議kan in苟masi

ten苊ng pe观elasan a鏔u da邑a膜r tehnci atau analisis atas

nilai suatu pos yang disajikan dalan LRA, LPSAL, LO,

LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang

memad ai.

39. En鞳tas Pelaporan adalah unit pemehntahan yang terd袟

da邳腀satu atau lebih en道貌s akuntansi atau en雧tas

pelaporan yang menumt ketentuan peraturan pemndang-
u ndangan waf ib menyampaikan laporan

pertanggung] awaban berupa laporan keuangan.

40. Entitas Akuntansi adalah unit pemehntahan pengguna

anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada en道貌s pelaporan¥

4 1. Pendapatan鉵LRA ad镚ah semua pene邳maan Rekening Kas

Umum Daerah yang menambah Saldo An諴酧an Lebih

d镚a蹍pe賜腚de tahun an諓鋛an yang bersangkutan yang

menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar

kembali oleh Pemerintah Daerah.

42. Pendapatan-LO adalah hak peme邳ntah daerah yang

diakui sebagai penambah ekuitas dalam pehode tahun

鋛軸aran yang bersangkutan dan賞dak perlu dibayar

kembali.

43. Bela邂a adalah semua pengeluaran da邳Rekening Kas

Umum Daerah yang mengurangi Saldo An諓鋛an芵ebih

d镚am pe賜腚de tahun鋛軸鋛an bersangkutan yang道dak

akan diperoleh pembayaramya kembali oleh pemerintah
daerah.

44. Beban adalah penurunan man苊at ekonomi atau potensi

£asa dalam pe賜腚de pelaporan y賏g menu蝖nk鋛ekuitas,

yang dapat berupa pengelu鋛an a鏔u konsumsi aset atau

timbulnya kewaj iban.

45. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

ditehma kemb貌i, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun an軸aran

be riku tnya.

46. Aset腣



46.Aset ad镚ah sumber daya ekonomi yang dikuasai

dan/atau dimiliki oleh peme貌tah daerah sebagai akibat

da邳pe邳s鞳wa masa l镚u dan dad mama man苊at ekonomi

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, balk oleh peme趌ntah daerah maupun

ma豒y鋛akat se邿a dapat diukur dalam satuan uang,

te蹍asuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

s鏵鋛ah d鋛budaya¥

47. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kelu连

sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

48. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang

me蝖pakan selisih ant賏a aset dan kew靘ban Pemehntah

Daerah.

49. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi

agar akun/pos yang ters靘dalam laporan keuangan

entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

50¥ Penyesuaian adalah鏹ansaksi penyesuaian pada akhir

pe賜腚de untuk mengakui pos-pos sepe貌腀persediaan,

piutang, utang d鋛yang lain yang berkaitan dengan

adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum

dicatat pada transaksi be諱alan atau pada pehode yang

beljalan.

BABI韊

s赈sTEM AKUN酄Ns赈pEMER赈N蹍H DAERAH

Pasal 2

Phnsip umum pelaksanaan SAPD ad镚ah :

a. SAPD dilaksanakan sec连a te鏸ib ,腀konsisten ,

ber鏔n諴让n青awab dan taat pada peraturan perundang-

undangan untuk mewujudkan suatu proses yang efisien,

efektif dan transparan ;

b. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi

dala蹍melakukan ident袟kasi鏹ansaksi, pencatatan pada

jumal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca
saldo, d鋛penyajian laporan keuangan;

c. SAPD melipu諱腀sistem akuntansi SKPKD dan sistem

akuntansi SKPD;

d. Pelaksanaan SAPD dilakukan mengacu kepada Ke趣akan

Akuntansi Pemehntah Daerah.

Pusa! 3...



Pasal 3

(1) Wall Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dala蹍

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan¥

(2) D貌am melaksanakan kekuasaan Kep镚a Daerah

melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang

berupa perencanaan, pengan軸鋛an, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggun诈awaban,

se诐a pengawasan Keuangan Daerah kepada P该abat

Perangkat Daerah dengan memperha雧kan sistem

pengendalian intemal yang didasarkan pada pnnslp

pemisahan kewenangan an鏔ra yang meme邳ntahkan,

meng观i, dan mene邳ma atau mengeluarkan uang¥

(3) P鏵abat Perangkat Daerah sebagai蹍ana dimaksud pada

ayat (1), terdih atas :

a. sekreta邳s daerah selaku k膛膛rdinator pengelolaan

keuangan daerah;

b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c. kcpala SKPD selaku閥¥

(4) Akuntansi Pemehntah Daerah dilaksanakan oleh entitas
akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi

adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan enti鏔s

pelaporan adalah Pemerintah Kota Sibolga.

(5) Kepala SKPD d鋛腀PPKD sebagai en铝as akuntansi

menyusun腀蹾poran Keuangan SKPD dan PPKD yang

disampaikan kepada Fungsi Akuntansi PPKD untuk

digabung me邂adi Laporan Keuangan Pemehntah Daerah¥

Pas酥4

(1) SAPD pada en道tas akun苋nsi dilaksanakan dalam

rangkaian prosedur iden钕kasi transaksi, teknik

pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas

pendapatan-LO, beban, pendapatan-芵RA, bela观a,

trans闺,. pembiayaan, aset, kew靘b鋛, ekuitas,

penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan
keuangan en鞳雧s akuntansi¥

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa :

a. LRA;

b. Neraca;

c. LO;
d. LPE; dan

e. Ca鏔tan atas貌poran Keuangan¥

(3) SAPD pada en鞳雧s pelaporan dilaksanakan dalam

ran靥kaian prosedur pencatatan jumal penyesuaian

konsolidasi, kertas ke莐a konsolidasi, dan penyusunan

laporan keuangan peme邳ntah daerah¥

/4) Z雈po菁a苪¥¥¥



(4) I,aporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
be-pa :

a.LRA;
b. LPSAL;

c. Neraca;

d.LO;
e.LPE;
f.inK; dan

g¥ Catatan atas Laporan Keuangan¥

Pas镚5

(1) Laporan keuangan untuk pehode 1 (satu) tahun anggaran
mempakan bentuk pertanun誄awaban a鏔s pengelol酧n

Keuangan Daerah.

(2) Laporan keuangan untuk periode 1 (satu) tahun an諴酧an

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.LRA;
b. LPSAL;

c.LO;
d.LPE;
e. Neraca;

f.inK; dan

g¥ Catatan Atas貌poran Keuangan¥

Pasal 6

(1) Peme邳ntah Daerah membuat laporan keu鋛gan

berdasarkan SAPD.

(2) SAPD terdi邳a鏔s :

a. Pendahuluan;

b. Sistem Akuntansi Anggaran;

c. sistem Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan

貌poran Operasional;

d. Sistem Akuntansi Bela观a dan Beban;

e. sistem Akuntansi Pembiayaan;

f. Sistem Akunt賏si pada Neraca;

g¥ Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan; dan
h. Sistem Akuntansi Konsolidasi貌poran Keuang鋛¥

(3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan
bagian yang雧dak te襄isahkan da趌Peraturan Wali Kota

ini.

BAB轤赈轤

KETENTUAN PENUTUP

Pas镚7

Pada saat Peraturan W貌i Ko苊貌i mulai berlaku, Peraturan

W镚i Ko苊Nomor 900/09/2014 tentang Sistem Akuntansi

Peme邳n苊h Kota Sibolga (Behta Daerah Kota Sibolga Tahun

2014 Nomor 8.A), dicabut dan dinyatakan蹤dak berlaku¥

Pasal8...



Pasd8

Peraturan wali Kota ini mulal berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar se貌p orang menget貌uinya, meme邳ntahkan

pen變nd鋛g鋛腀Peraturan w镚i Kota ini deng鋛

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Dite鏔pk鋛di Sibolga

pada tanggal 03 Januari 2023

wALI Ko鉰slBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga

pada tangg镚03 Januah 2023

sEKRE蹍Rls DAERAH Ko鉰s赈BOLGA,

¤d迣o.

MHD. YUSUF BATUBARA

BER赈酄DAERAH Ko鉰slBOLGA蹍HUN 2023 NOMOR 471

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP.19810705 200804 1 001

LA钕P釰AN...
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閥MP赈RAN

PERATURAN WAL轤KOTA S轤BOLGA

NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM AKUNTANS远PEMERINTAH DAERAH

S韊STEM AKUNTANS韊PEMER轤NTAH DAERAH

BAB轤. PENDAHULUAN

A. PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah be銼雊uan memberikan

petu观uk bagaimana penyusunan laporan keuangan di韬ingkungan Pemerintah

Daerah di韊aksan膸貌賐¥ Pedoman ini me邂elaskan ra蹍gkaian proses akunt鋛si yang

terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam setiap periode pelaporan,

sehinggalaporan keuangan bisa tersusun secara e蹉sien dan akur见.

D鑀a penge詬膛膛aan keuangan daerah yang akan disusun sebagai laporan

keuangan dipero郩eh d賊i kegi鑀an pe轤encanaan (penga蹍gg賏an), penatausahaan

anggaran d資pe诐anggungiawaban keuangan daerah.

1. PENGANGGARAN

Pcng鋛ggaran kcuanga蹍Peme¢intah Daerah di鑀u轤腀da轤am Per鍛uran Daer膸貌

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) yang

menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah selama

satu tahun anggar鋛mela郩ui unit-unit pengg蹍a anggaran/pengguna barang

(SKPD). Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Perda APBD) te轤inci鑀as Dokumen Pe韊aks鋛aan Anggaran (DPA) SKPD

(DPA-SKPD)腀maupun DPA-PPKD. Sela诐utnya berdasark鋛鋛ggaran kas

yang disusun o轤eh setiap entitas akuntansi, dibu鑀1ah Su¢at Penyediaan Dana

(SPD) yaitu dokumen yang meny鑀akan tersedianya dana untuk

me轤aksanakan kegi鑀an sebagai dasar penerbitan Sur鑀腀Pcrmintaan

Pembayaran (SPP) dan Sur鑀Permohonan Pembayaran (SPM).
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2. PELAKSANAAN ANGGARAN

Pelaksanaan angga轤an yang terkait dengan aspek kcuangan ditandai dengan

pencairan鋛ggaran yang me鉵a轤ui proses sebagai berikut:

a. Pengajuan SPP yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

be趌anggung £awab atas pe远aksanaan kegi见資/bendah賏a pengeluaran

untuk mengajukan permintaan pembayaran. SPP terdiri dari SPP-

UP/TUP, SPP- GU, SPP-LS.

b¥ Pembu见an Sur鑀腀Pe¢intah Membayar (SPM) yaitu dokumen yang

digunckan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran untuk penerbit钧SP2D腀鑀as beban penge郩uaran DPA-SKPD.

SPM te轤di銚覤dari SPM-UP/TUP, SPM-GU, SPM-LS.

c¥ Penerbitan Sur鑀腀Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu dokumen

yang digunak賏sebagai das賏pencairan dana yang diterbitkan olch

BUD berdasarkan SPM. SP2D te轤diri d資i SP2D-UP/TUP, SP2D-GU,

SP2D-LS.

SPP �	SPM �	SP2D �฀

3. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pe远aks鋛aan APBD terkait deng鋛keuangan, ha蝖s dipe邿詣gg蹍gjawabk鋛

kepada masyarakat melalui DPRD. Selaku Pengguna Anggaran� VwVæ�

Barang, SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun laporan

keuangan sebagai pertanggung] awaban atas anggaran/barang yang dikelolanya.

Sela观utnya腀郩apor詣腀keu鋛g鋛腀SKPD te¢sebut dikonso轤idasikan dengan

laporan keuangan PPKD oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah

Dae轤ah (LKPD) selaku entitas pe远apo轤an.

LKPD sebagai bentuk pe讣anggungiawaban kcpada masyarak见腀ha銲s

me韊a轤ui p銚oses audit ter轤ebih dahu韊u oleh Bad鋛Pemeriksa Keu鋛gan (BPK),

sebelum diserahkan kepada DPRD蹍tuk dapat ditetapkan sebagai Pera貌ran

Daerah tentang Pe邿anggun青awaban Pe远aksanaan APBD.



Satu set LKPD terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran(Bu腫苋eiary R邝荞ort),

Laporan Finansial (H腦nancial S/atement), dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Lapor鋛腀Rea韊isasi Anggaran

(LRA) dan Laporan Pembahan SAL. Laporan Finansia韊terdiri dari Laporan

Operasional, Lapo轤an Pe蝖bahan Ekuitas, Neraca, dan Lapo轤an A¢us Kas.

Catatan Atas Laporan Keuangan berisi penjelasan masmg-masmg

komponen远apo¢an keu鋛ga蹍.

Lapo¢an Realisasi Angga轤an, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

隤kuitas, dan Neraca yang disusun oleh entitas akuntansi yang diserahkan

kepada entitas pelaporan dipersamakan sebagai bu鏸i memoria詬腀yang

digunakan sebagai dasar penyusunan郩aporan keuangan cntitas pclaporan.

LKPD diharapkan dap见menggambarkan bagaimana akuntabilitas penge郩o詬aan

keuangan daerah serta manajerial dan pengawasan yang diperlukan atas posisi

keuangan daerah, yaitu menjelaskan berapa nilai hart芩kekayaan daerah dan

dari mama sumber daya蹍tuk mendap鑀kamya.

LKPD wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim, selain itu

perlu adanya laporan keuangan interim yaitu laporan kcu鋛gan yang

diterbitkan di antara dua腀郩aporan keuang鋛tahunan dan ha蝖s dipandang

sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan

interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran yang

mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode

interim yang di跗aporkan.
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B. LAPORAN KEUANGAN D諬HAS轤LKAN DAR韊腀S韊STEM AKUNTANS韊

PEMER韊NTAHAN

Dalam rangka prosedur penge郩o郩酧n keu襡gan dae轤苋temasuk pengelola鋛

infomasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan infomasi

Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam

penyelengg賏a鋛pemb鋛gunan dae轤ah, se诐a untuk keper韊u鋛pro醦鋛alisis,

eva諅uasi dan pub远ikasi pembangunan daerah te郩貌ditet趣kan Pe¢见u轤an Mente¢i

Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem lnfbmasi Pemerintahan

Daerch.

SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi

Pemerint貌鋛Daer貌y鋛g sali蹍g terhubung d鋛te轤integrasi dengan berbasis

elekronik. Terkait prosedur pengelo韬aan keu鋛gan daerah, SIPD membagi dalam

beberapa rangkaian p¢osedur y鋛g be蝖¢貌an d鋛腀terintegrasi dari tahap

Perencanaan, Pe蹍g資gga轤an, Pen见aus貌aan, Akuntansi dan Pe郩aporan¥

C. PROSEDUR DALAM S韊STEM AKUNTANS轤

1. Sik韊us Aku貌辑ansi

L趣oran Keu鋛g鋛腀Peme轤intah鋛腀Daer貌腀tersusun be轤das詣k鋛腀tr靽saksi

keuang鋛d鑀am pelaksana賊APBD d鋛tr鋛saksi laimya yang te腫jadi dalam

periode pelaporan¥ Transaksi keua蹍g鋛腀d資腀tr鋛saksi腀郩aimya te轤sebut

merupakan rangkaian pekerjaan yang berurutan sebagai suatu siklus yang

disebut sebagai siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari tiga tahap yaitu

tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan.
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Siklus terscbut dituangkan dalam bentuk sistem akuntansi荵yang terdiri dari腤

a. sistem Akuntansi SKPD, untuk t¢ansaksi y醳g te腫jadi padasKPD;

b. Sistem Akuntansi PPKD, un蹒k transaksi yang te轤jadi padappKD; dan

c. sistem Akuntansi SKPKD, un诐kmenggabungkan腀轤趣oran keuangan

SKPD dan PPKD.

Sistem aku鞼醳si digunakan u诐uk melakukan ident郆kasitransaksi keu鋛gan

daerah sebagai bentuk imp韊ementasi Perda APBD, penc见鑀an pada jumal,

posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, serta penyajian

lapo轤an keuangan¥

Ketiga tahap da郩am siklus akuntansi terinci鑀as prosedur-prosedu¢ yang

beru蝖tan sebagai berikut:

a. Pe邂uma赈an

Pe诐mnal鋛me轤upak鋛p轤oses penc鉭顡an tr酧saksi keu鋛g鋛berdasark鋛

bukti/dokumen pendukung t¢ansaksi secara kronologis (bemr貌an menurut

kejadiamya) pada suatu format jumal. Transaksi yang terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu dianalisis apakah bersifat keuangan

鑀au tidak, hanya yang mempakan transaksi keuangan yang dicatat dalam

jumal. Penjumalan dilakukan dengan sistem pencatatan berpasangan

(do#b/e ent苨膌 sistem), yaitu pencatatan satu transaksi pada sisi debit dan

sisi kredit sekaligus guna menjaga keseimbangan persamaan akuntansi.
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Keseimbangan persamaan akuntansi menggambarkan posisi harta/aset

selalu sama dengan sumber daya untuk mendapatkamya, yaitu腤

HARTA/ASET=KEWA躖远BAN轜EKU諬TAS 

Dengan mengacu pada persama鋛akunt鋛si tersebut, maka ketentuan

debit dan k¢edit蹍tuk komponenfnancial report ad貌见轤sebagai berikut:

ELEMENLApo釚NKEUANGAN �4� ÄDò� $Ô� Â	 鑞ERTAMBAH �$U$µU$� ฀

醏RTA/ASET 鑄T$镂	 DEBIT 钵$THÔ蕂฀

鏫辒WAJIBAN 1 钵$TD镂	 KREDIT 鑄T$镂฀

觡u轤TAS a 钵$TD镂	 KREDIT 鑄T$镂฀

P鎇NDAPATAN-LO 钵)z$D镂	 KREDIT 鑄T$镂฀

辌BAN 鑄T$镂	 DEBIT 钵$TD镂฀

S雧RPLUS(DEFISIT)-LO 钵$TH®ÅB	 KRED韊T 鑄T$镂฀

S鏹RPLUSNONOPERAS轤ONAL_L膛 膛 钵$TD镂	 KRED远T 鑄T$镂฀

DEFIS赈TNONOPERAS轤ONAL-LO 鑄T$镂	 DEBIT 钵(¼¤D镂฀

k

ketentuan debit dan kredit untuk bzJdgeta苨膌腀report adalah sebagai

be韬ikut:

ELEMENLApo譣NKEUANGAN �4� ÄDò� $Ô� Â	 BERTAMBAH �$U$·X¶4฀

P銑DAPATAN-LRA 钵$TD镂	 KREDIT 鑄T$镂฀

B賋LANJA 鑄T$镂	 DEBIT 钵$TD镂฀

SURPLUS/(DEFISIT)-LRA 钵$TD镂	 KREDIT 鑄T$镂฀

PENERIMAANPEMBIAYAAN in 钵$TD镂	 KREDIT 鑄T$镂฀

PENGELUARANPEMBIAYAAN e 鑄T$镂	 DEBIT 钵$THB฀

SiLPA/(SiKPA) 钵$THÔ蕂	 KRED郩銚 鑄T$镂฀
11 

SALDOANGGARANLEBIH 钵$TD镂	 KREDIT 鑄T$镂฀

d趮i腀轤aporan te¢sebut dap见腀dirinci da郩am beberapa akin/pe轤kiraan.

Akun tersebut menampung jenis harta, jenis kewajiban, jenis ekuitas, jenis

pendapatan, jenis belanja覻eban, atau jenis pembiayaan yang memiliki

si跠t dan跗ngsi yang sama, sebagaimana tcrcantum da轤am B豻gan Aku貌

Standar yang di鑀ur o韊eh Pe轤鑀銬an Wali Kota te轤kait dengan Rode

Rekening.
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P¢osedu銚untuk me让umal ada轤ah sebagai berikut:

a. Analisis transaksi

Berdasarkan bukti/dokumen transaksi, analisis transaksi meliputi:

a. Akun apa yang bertambah dan/atau berkurang;

b. Akun yang didebit dan yang dikredit;

c. Berapajumlah debit dan kreditnya.

b. Membu鑀ayatjumal

Da韊am ben貌k sederhana ay鑀£uma郩menc鋛tumkan nana akun dan

jumlahnya pada sisi debit dan kredit (total sisi debit ha蝖s sama dengan

total sisi kredit). Bagaimana proses jumal atas transaksi, pada

Lampiran ini digunakan腀苟貌譃jumal yang sederhana, sedangkan

format jumal yang dihasilkan dari sistem akuntansi terdapat pada bab

mengenai fbm鑀dokumen. Untuk t观u鋛kepraktisan, juma郩dibcdakan

menjadi tiga jenis jumal, yaitu jumal penerimaan kas, jumal

pengeluaran kas, dan juma詬umum. Ju¢na郩pene轤imaan kas digunakan

untuk me让umal transaksi y資g terkait dengan penerimaan kas. Ju轤nal

pengeluaran kas digunakan untuk menjumal transaksi yang terkait

deng賏腀penge郩u賏an kas. Jumal umum digunakan untuk me让umal

transaksi yang tidak dap见dilakukan pada juma郩腀penge韊ua轤an腀鑀au

penerimaan kas.

c. Postil鑼(Pemindahbukuan)

Posting me蝖pakan proses蹍tuk memindahbukukan penc见芩an pada

jumal ke kelompok akun yang sama dalam bentuk buku besar (/edger)

secara periodik. Mela韊ui posting, akumulasi sa郩do da郩am jangka waktu

te讣entu dari su鑀u akun transaksi yang dicat见腀pada ju轤na郩腀dap鑀

diketahui. Selainposting ke buku besar, diperlukan pula proses posting

ke buku besar pembantu (辛bsz腦dia荅荭/edger) yang berisi informasi

rincian d變i ak蹍yang te轤dap见dalam buku besa轤, misa韊nya n詣a-

nama kreditur untuk buku besar kewajiban.

d. Penyusunan Ne轤aca sa韊do sebe轤um penyesuaian

Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian me蝖pakan ikhtisar jumlah saldo-

saldo dari masing-masing akun pada buku besar覾dgerJ sebelum

dilakukan Juma郩Penyesuaian.
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e. Jumal Penyesuaian

Juma韊腀Penyesuaian digunak鋛腀un诐k memutakhirkan saldo akun

me诐adi jumlah yang seha譲snya pada腀袬khir t袬貌un pe韊aporan.

Jumal penyesuaian me蝖pakan bagian da轤i sik远us akunt鋛si sehingga

berbeda deng鋛£umal koreksi.

Penyesuaian dilakukan terhadap transaksi yang bersifat a¡cr2Ial,

de/erral, penyusutan/amortisasi serta persediaan. Ac¡n/al adalah

su鑀u kondisi yang te迍jadi sebe远um kas diterima鑀au dike韊uarkan pada

suatu transaksi pertukaran, sedangkan de/errcz/ adalah suatu kondisi

yang terjadi setelah kas diterima atau dibayarkan beberapa waktu

sebelumnya.

Kbndz腦雈. accr� � À

2¡x¡腀腀腀腀腱腀腀31 Des 20蝝0

jKond迵i de遍轂蝙l

{腀腀De譁rral diakui

Kas dite¢ima/ dibaya¢kan

zoxo腀腀腀腀腀腀腀腀31 Des 20蝝0

f. Po.Sting (Pemindahbukuan)

Posting jumal penyesuaian dilakukan sama seperti langkah posting

pada nomor 2.

钤. Neraca s酥do setelah pcnyesuaian

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian merupakan ikhtisar jumlchsaldo dari

masing-masing akun pada buku besar (Jedger) setelah posting jumal

penyesuaian.
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h. Pe蹍yusunan Laporan Keua蹍gan

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah

Penyesuaian yaitu:

1) Laporan Rea郩isasi Anggaran;

2) Laporan perubahan SAL;

3) Laporan ope远asiona韊;

4) Laporan perubchan Ekuitas

5) Ne轤aca;

6) Laporan A¢us Kas; dan

7) Cat见an Atas Lapo轤an Keu賏gan.

Dari ket诐uh jenis郩aporan tersebut, Sistem Aku陑ansi SKPD hanya

menghasilkan韊aporan keuangan:

1) Laporan Realisasi Anggaran;

2) Laporan oper鏤iona轤;

3) Laporan perubchan Ekuitas;

4) Neraca; dan

5) C鑀鍛an Atas Laporan Keuangan.

i. Jumal penutupan (Closing Entries)

Jumal Penutup讫n digunakan un鑀k menutup akun yang bersi襡

sementara (雩豞ponr7y czcco#n/) pada akhir tahun anggaran, antara

郩ain yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan

Ope轤as ionaL

j. Pa靚腦7!g (Pemindahbukuan)

Posting jumal penutupan dilakukan sama seperti langkch pos/ing pada

humfb.

k. Neraca Saldo Sete郩ah Penutupan

Neraca Sa郩do Setelah Penutup鋛mempakan ikhtis資jum郩ah s賏do dari

masing-masing ckun pada buku besar (/edger) setelah Jumal

Penutupan dan posting蹍ya.

I. Jumal Balik (Reversi#g Entries)

Jumal Balik merupakan langkah yang bersifat opsiona/ pada awal

tahun anggaran berikutnya untuk transaksi de/erra//czccr2/al yang

dicatat dengan re菁en� R.&Vç6XÌG� &ö� 6苠
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2. Sik韊us Akunt酤nsi d鏻韊am s韊PD

Pencatatan transaksi keuangan untuk menghasilkan Laporan Keuangan

dalam SIPD terbagi menjadi pencatatan transcksi keuangan yang

dihasilkan dari pe轤encanaan dan pe韊aks鋛aan angg資an da轤am APBD dan

penc见芩an transaksi non Anggaran yang te荆jadi da郩am periode pe轤aporan.



鏱諔腀=

¢ LAPoRAN REAL轤sAs轤

ANGG ARAN

L AP ORAN

PERUBAHANSALDO

ANGGARAN I.鑢B郩H

BUKU
!腀JU ENAL

鞕轤鞕質顃轤迴

BUKU BESAR

NERACA SALDO

LAP ORAN

KEUAN G AN

:腽腀Otomatis dari SIPD Modul berkaitan

膺蹏豩腀轤蹍put manual pada SIPD AKLAP

LAPORAN Z腀+, LAPORAN PERUBAulAN ,

OPERAS赈ONAL EKU轤TAS

LAPORAN ARUS

KAS
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Jumal No# Anggaran dalam SIPD merupakan jumal input manual transaksi

yang berkaitan aset dan kewajiban yang bukan dihasilkan dari pelcksanaan

angga轤an, ant鋛a轤ain sebagai berikut:

1. Aset

1) Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalika让

2) Input Data penyisihan piutang (Aging sched蹂Je);

3) Pcnghi貌ngan Beba蹍penyisihan piutang (di Akhi轤periode);

4) Penghapusan piut鋛g;

5) Penyesuaian Beban Dibay賏Dimuka;

6) Input Hasil雝ock opname persediaan (di Akhir periode);

7) Hibah/Penyerah鋛B鍛a蹍g ke Masy賏ak鑀;

8) Pembentukan lnvestasi Jangka pendek;

9) Pencairan郩nvestasi J鋛gka Pendek;

10) Pembentukan lnvestasi Jangka Panjang yang Bersumberdari Aset

Tetap (di SKPKD);

11) Hasi諅lnvestasi Jangka Pa邂ang (Pengumuman Laba £nvesiee);

12) Input D鑀a Pero韊ehan Aset Tetap;

13) Pendapatan Non Kas;

14) Input D见a Awal Penyusutan Aset Tetap;

15) Pelepasan Aset Tetap (di SKPD); dan

16) Penghentian Pengg蹍aan Aset Tetap (di SKPD).

2. Kewajiban

1) Penyesuaian Pendapatan Dibay鋛di Muka.

Sedangkan Jumal Umum dalam SIPD merupakan jumal input

manu镚transaksi yang berkaitan dengan reklas镠kasi dan ko¢eksi akun-

ckun dalam laporan keuangan.

Input manual Jumal Non anggaran苂Jumal Umum d鋛Jumal yang

dihasilkan secara otomatis oleh sistem atas pelaksanaan anggaran

APBD, melib见kan akun-akun scsuai Bagan Akun Standar yang telah

ditetapkan kemudian memben貌k secara otom见is buku ju¢nal, buku

besar, neraca sa远do dan unsu荧msu轤lapor鋛keuangan yai鎛腀LRA,

LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK se诐a dokumen terkait

Per鑀uran Daerah tent賏g Pe趌anggun鋦iawaban Pelaksanaan APBD dan

Pe轤鑀uran Wa远i Rota tentang Pe诐abar鋛腀Pe邿anggungjawaban

Pelaks鞐naan APBD.
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Sistematika penulis鋛CaLK sebagai berikut腤

BAB I P貾NDA諃ULUAN

1. 1腀Maksud Dan T诐uan penyusunan L趣oran Keuangan

1.2腀腀La蹍dasan Hukum penyusunan Lapora蹍Keuanga蹍

1. 3腀腀Sistematika penulisan catatan Atas Laporan Keuangan

BAB l轤腀鍤KONOM轤MAKRO, KEB赈JAKAN KEUANGAN芤DAN P貾NCAPA躖AN

TARGET KIN隤RJA APBD

2. 1腀E苟nomi ma鏸o

2.2腀腀Kebijakan Kcuangan

2.3腀腀赈ndik见or pencapai鋛T铐get Kine荆ia APBD

BAB赈赈轤腀远KHTISAR PENCAPAIAN K闩N鞕RJA K貾UANGAN

3. 1腀韊袸貌sar Rcalis鏤i pencapaian Target Ki蹍e腫ja Keua蹍ga蹍

3.2腀Hambatan Dan Kendala Yang AdaDalam pencapaian

T賏get Y鋛g Te轤苋Ditet趣k詣

BAB赈V KEB赈JAKAN AKUNTANSI

4. 1腀隤ntitas Ak蹍t賏si/Entitas pe轤趣or賏

4.2腀B<asis Ak.u.誕_鍀si Y_鋛g M詳貌as.襡i P辕y.us躲鏧.Ij.ap.o.r赫

Keu賏gan

4.3腀Basis pe銲裳ku轤鋛Y鋛g Mendasa邳Penyus蹍鋛L趣or鋛Keu鋛g鋛

4 4 iednaeba譬mK辔a鞕� � ¤� � � 莦é��6饾Ç&V·(½� ¦V� WFVV� â���

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Dan Penjelasan Setiap Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1腀KomponenLapo諬anRc銊sasi A銲ggar鋛

5.2腀Komponen L趣o¢an Estimasi pe陑b貌賏SAL鉄

5.3腀KomponenLaporan operasional

5.4腀Kompone蹍L趣o轤鋛Pe蝖b貌賏E貌it鏤

5. 5腀腀Ko貌ponen Neraca

5.6腀Kompo蹍enLapo轤鋛ArusKas韫*

BAB VI PENJ誋LASAN ATAS韬NFORMAS韊£覟ORMAS轤NON覆EUANGAN

BAB V赈I PENUTUP

WALI KOTA鋏A/KPA銇PKD,*闄*

Sahian sesuai dengan aslinya

N轤P.19810705 200804 I 001

辑anda Ja#gan

(Nama Lengkap)

wA芵赈Ko鉰s赈BO芵GA,

dto.

隲AMALUDDIN POHAN


